


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor l82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5650), 

23 Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Nomor 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601}; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); dan 

7. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Dacrah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 

177). 

Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 

170/5/Kep./DPRD-TL/1/2023 tanggal 6 Februari 2023 
tentang Pembentukan Panitia Khusus IV (Empat) yang 
membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 
Laut Tentang Pemekaran Kecamatan Pelaihari dan 

Pembentukan Kecamatan Taruna Makmur Kabupaten 

Memperhatikan 

Tanah Laut. 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut 

tentang Penunjukan Fasilitator Panitia Khusus IV (Empatj 
DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang membahas 

rancangan peraturan daerah tentang Pemekaran 

KESATU 

Kecamatan Pelaihari dan Pembentukan Kecamatan Taruna 

Makmur Kabupaten Tanah Laut. 

KEDUA Susunan Fasilitator Panitia Khusus sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam 

1ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn 

keputusan ini. 

KETIGA Fasilitator Panitia Khusus bertugas: 

1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kegiatan Panitia 

Khusus. 

2. Menyiapkan bahan administrasi dan kelengkapan 

kegiatan Panitia Khusus. 

3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan 
SKPD/stakeholder/pihak terkait dalam menunjang 

kegiatan Panitia Khusus. 

4. Notulensi kegiatan Panitia Khusus. 

5. Menghimpun, menyusun dan menyiapkan bahan 

laporan hasil kerja Panitia Khusus dalam bentuk 
tertulis. 

6. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh 

tanggung jawab. 
KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten 
Tanah Laut Tahun Anggaran 2023. 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 7 Februari 2023 

SEKRETARIS DPRD 
KABKRATN TANAH LAUT, 

JABATAN PARAF 

SEKRETARIS DPRD SETWAN 
KABAG 

GASUBAG JFT H MtUHAMMAD MURSYI, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) 
NIP. 19680304 199803 1 009 



A 

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD 

Kabupaten Tanah Laut 

175/ Nomor KEP-SEKWAN/2023 

Tanggal:7 Februari 2023 

SUSUNAN FASILITATOR PANITIA KHUSUS Iv (EMPAT) 
DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 

YANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
PEMEKARAN KECAMATAN PELAIHARI DAN PEMBENTUKAN 
KECAMATAN TARUNA MAKMUR KABUPATEN TANAH LAUT 

JABATAN DALAM NO NAMA JABATAN DALAM TUGAS 
DINAS 

1 ARY SETYAWAN HIUNG, 
S.Psi, MM 

Kabag Fasilitasi 

Tugas dan Fungsi 
Ketua 

DPRD 

FAHRIAN NAFARIE, SH. 

MH 
3 AHMAD YANUAR, ST 

Perisalah Legislatif 
| Muda 

Analis Kebijakan 
|Muda 

Koordinator Fasilitator 

Pansus IV 

Anggota Fasilitator Pansus 
IV 

FARIDA DEA UTAMI, SH Analis Hukum Anggota Fasilitator Parnsus 

5 AHMAD TIRMIDZI NUR, SH Analis Hukum Anggota Fasilitator Pansus 
IV 

6 REDY AFRIANDI, A.Md Pengadministrasian Anggota Fasilitator Pansus 
Umum IV 

SFARETARIS DPRD 
sABURCAN TANAH LAUT, 

SETWAN JABATAN PARAF 

SEKRETARIS DPRD 

HiLAUHAMMAD MURSYI M.Si 
Pembina Tingkat I ([V/b} 
NIP. 19680304 199803 1 009

KABAG 

KASUBAG JFT 
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